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1.1.

BAE1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seialan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
pembangunan Zona Intsgritas (ZI) menugju Wilayah Bebas dari
Korupst dan Wilayvah Birokrasi Bersih dan Melavani, Satuan
Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus
melakuican perbaikan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik,

Komitmen tersebut merigacy amanah Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2012 tentang Stratezi Nasional Pencsgashan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada
Peraturan Menteri PAN & RB 32 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dard
Korupsi Dan Wilayah Birgkrasi Bersih Dan Melayani Di
Lingltungan Instansi Pemerintah, serta Keputisan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahk=amah Agung Rl Nomor
261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas (ZI} Menuiu Wilayah BebasKarupsi (WBEK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melavani (WBBM)| di lingkungan
Peradilan Agawa Salah satu wujud komitwment tersebut yaito
dengan disusunnyva indeks persepsi anti korupsi yang menjadi
salah satu parameter Pemerintahan yang bersth dan mela,j.'am
Pengadilan merupakan saman kerja yang melaksanaltan peran
dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola
sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama vang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tingzi
Agama untuk mergadi lokasi Pilot Prgject menuju wilayah bebas
dari korupsi dan wilayah birokrast bersih melayani, perin
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1.2,

memperaleh masukan dari masyvarakst menvangkut pelavanan
dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dar korapsi dan wilavah birokrasi
bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara
dalam memberikan pelavanan kepada masyarakatl. Integritas
Penyelenggara pelayanan publilk akan dinilaidiantaranya dapat
dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya
diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Maksud Dan Tujuan

Maksud Pemyusunan Laporan Hasil Pelaksanasn Survei
Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi
pengambilan kebyjakan untuk mencegah korupsi, kelusi dan
nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi
Korpsi adzlah tersusunnyva rekomendasi terkait kajian mengja
zona integritas wilayvah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
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1.3. Landasan Hukum
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Undang-Uindang Nemor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undanz Nomer 31 Tahun 1999 Tentans
Pemberantasan Tindak Pidana Korupst

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Kofisi
Tindek Pidana Korupsi

Undang-Undanz Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelavanan
Publik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Neomwor 1-
144/KMA/SK/1/2011 Tentansz Pedoman Pelayanan
Informasi Di Pengadilan

Keputusan Ketua  Mahkamah Asung Ri Nomor
1944 /KMA/SK/XI/2014 Tentanz Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Mahlkamah Agung Ri
Keputusan Sekretaris  Mahkamah Agung Ri  Nomor
59A/SEK/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Linglkungan Mahkamsh Sgung
Dan Peradilan Di Bawahnva

Keputusan Direlthar Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamsah Agung Ri Nomor 261 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pe.Bangunan Zona Integritas (ZI]
Memyut Wilayah Bebas Korupsi (WBK] Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)| Di Lingkungan Peradilan
Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah '
Peraturari Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Teniang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi
Nasionial Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
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o) Peraturan Menteri Pendayagunasan Aparatur Negara Dan
Reformast Birgkrasi Nemeor 352 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangminan Zona integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi Dan Wilavah Birokrasi Bersih Dan Melayvant
Di Lingkungan Instansi Pemerintah
1.4. RencanaKerja
1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan surves persepsi korupsi
beberapa persiapan vang perlu perhatikan adalsh
sebagal berikut

Penetapan Pelaksana

Dilaksanskan Sendiri, survei: dapat dilsksanakan
secara mandin oleh penyelenggara pelayanan dengan
SDM yang dimilikinya

Penviapan Bahan

a. Kuesioner.

b. Bagian dari Kuesioner/Perigantar

¢c. Kelengkapan peralatan.

Penetapan  Responden. Lokasi dan Walktu
Pengumpulan Data

a. Jumlah Responden.

b. Lokasi dan Wakiu Pengumpulan Data.
Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanysan vang telah
ditetapkan di dalam kuesioner,

Pengisian  Kuesionser  o¢leh  responden  yang
mendapatikan penjelasan terlebih dahulu dari petugas
dan hasilnva dikumpulkan ditempat vang telah
Penguijian kualitas dan validitas data.
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- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner
kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur,
jeniis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai
bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Surve: dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan

lempat kali dalam satu tahun).
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2.2.

2.3.

BAB II
METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 1ini menssunakan
metode deskriptf lkuantitatif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian vang dilekukan untuk mengetahul nilai vanabel
mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel vang
lzin yang diguimakan dalam penelitian tersebut,

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang
ada dengan menggunakan angka-angka untuk
menggambarkan karaktenistik individu -atau kelompok vang
menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang
mengrunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik accidental
sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan
sampe] berdasarkan kebetulan, yaitn siapa saja yang secara
kebetulan bertemma dengan Tim Surver dapat digunakan
sebagai sampel. bila dipandang orang vang kebetulan ditenmui
itiv cocok sebagal sumber data.

Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melaloukan
penelitian  terutama dalant menangkap kejadian  atau
peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyelk yvang diteliti agar
didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yvaitu
Kantor PengadilanAgama Maros.
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2.4,

2.5.

Unit analisis adalah sesuaru vang berkaitan dengan fokus
masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian
layanan di pengadilan.

Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data vang dipakai dalam penelitian ini adalah data primesr
vang dikumpulkan melalul instrumen kuesioner yang
disitanpa wawancara tatap muka Perngumpulan daia
dilaksanakan pada rentanz wektu satu bulan atau data
minimal 30 responden. Selamjutova data dikumipulkan oleh
petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan,

Kerja petuzas pelaksana akan diawasi oleh pengawas
[Koordinator Teknikal). Koordinator Teknikal akan mengscelk
kerja petugas opelaksana saat berkomunikasi dengan
responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner,
meneliti luesioner, serta sekaligus memastikan apakah
responden benar-henar disurve: secara tepat oleh pstuzas,
dan bertansgung jawab terhadap hasil perhitungan survei
IPK.

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indesks  kKorupsi
menggunakan teknik siatistik deskriptif. Data persepsi
dinkur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 5,
Dimana nilai 1 mierupakan skor persepsi paling rendah dan
nilai 5 merupalkan skor persepst paling ftinggl dan
mencerminkan kualitas birokras: vang bersih dan baik dalam
melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring [
anglka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan
indeks persepsit korupsi masyarakat atas pelayanan yang
diberikan di setiap tahunnyva. Teknik analisis perhitungan
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Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilalukan dengan
cara sebagal berikut ;

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing
indikator yvang digunakan dalam peneliian ini. Kedua,
mencari bobot rata-rata setiap indikater.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 — 5 vang kemmudian
dikonversikan ke angka 0-100.

Eemudian dikonversikan lagi keskala indeks persepsi korupsi
antara 1 — 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi
korupsi makin baik semakin BERSIH DAR] KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan
Sebelum fim melakukan survei lapangan, dilakukan
beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat
diaphikasikan sésuni fealites ‘lapan AfSDHn, Ghp
penvusunan feols untuk survei persepsi korupsi ini dapat
diganibarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabell
Model alurpenyusunansurvei IPK menuju Zona Integritas




‘Tabel2

RuanglingkupsurveilndeksPresepsiKorupsi

I Ul Manlgulam P&tamr&ﬂ-

U2 Penyvalahgunaan Jabatan

U3 Menjual Pengaruh

114 [Transaksi Biava

US Bisva Tambahan

U6 Hadiah

T

7 Tmsparasi Biaya

UB Percaloan

Ug Pﬂrbua_taﬂ Curang

U110 Transaksi Rahasia

Tabel3
Nilai Persepsi
Nitai Nilai | NilaiInterval | .
:T-. ! ] ] _..}
1 1.00=1.75 25=-43.75
dari korupsi
Kurang bersih
2 1.76 - 62.50 |43.76 - 52.50 ‘ _
dari korupsi
_ Cukuyp bersih
3 2.51-3.25 |62.51-8125 , _
dari koropsi
. _ . Bersih dan
4 3.26=4.00 81.26=100.00 )
korups:
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EAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
3.1. Profil Responden
3.1.1. Tingkat perdidikan respondsn
Dari hasil survei yang telah dilsimilan memperoleh
gambaran bahwa dan latar belakang pendidikan,

pengakses layanan di Satuan Kena pada Pengadilan
Agama Maros mayoritas memiliki latar pendidikan

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden
ND. Tingkat Pendidikan T %
1. | Tidak Sekolah 0 00.00
] sD 28 28.00
3. |SLTP 11 11.080
&, SLTA A6 4800
5. | Diploma [D1/D2/D3/D4) 2 2.00
6. | Sariana(5i) 11 11.00
7. | PascaSariana (S2/83) 2 2.00
TOTAL 180 100
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara wvisual dapat
disajikan dalam grafis Berilut inl,
[ —
o=
——
L 0 SLTP SEF%  CIPLOMA
® Persanises




3.1.2. Pekerjaan Responden
Dari sisi jenis pekeraan responden, menunjukkan
bahwa sebesar 33.33% responden pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Agaria Maros memihki
pekeriaan sebagai lainnya (IRT. Burih Bangunan,

Pegawai Honorer, dll],
Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden
. -~ Pratusnsi
— E F %
1. | PNS z 2.00
2 THNI f Polri 3 3.00
3. | pesawal Swasta 12 12.00
4. |'Wiraswasta s 22.00
5. | Petani / Nelavan : 5.00
6. | Pedagang 1 1.00
7. Advokad 2 2.00
8, |lainnya 53 53.00
TOTAL 100 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat
dizaiikan dalam grafis berikut ini.

AN

TN S Polti

I Pegawaibwssts
W Wiraswasta

W Petani [/ Melayan
W Fedagang

= Advoked

W tainnyz

3.1.3. Kelompok usia respenden
Sementara itu jikn melihat responden pengguna

Lepor=n Hawl Peistmensen Survs| Pérsspsi Kovups! Fengaditen Azsms Maros | 11



layanan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros
berdasarkan kelompok usia, menunjukkarn bahws
mayoritas perigguna layanan berada dalam kelompok
usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s:d 29
tahun. Bagl kelompok usia di atas 49 tahun, jumiah
responden semakin mengecil, demikian pula
kelompok usia di bawah 20 tahun.

Tabel 7.
Usia responden
B: _

No. | Usia = %
1. =20 2 2.00
a2, | 20-30 33 33.00

3. 31-40 32 3200
4. 41-50 15 15.00
5. |>50 14 14.00
FOTAL 100 100
EBerdsarkan tabel tersebut di atas, secara wvisuzl dapat
disajikan dalam grafis berikut ini.
USIA
. <20Thn,
» 50 Tha, T
14.00%
20 - 30 Thin,
33.00%
41 -50 Thn ,
19.00%

11-40Thn

12 SisS
a AN

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3:2.1:

Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan
hasil pada indeks “Tidak Pernah”. Indeks dapat
diartikan bahwa kineria Saiuan Kerja Pengadilan

E=par=n Haeul Pelelonecn Supes| Parserd Preguesl Eemeadifan fz=ms= Murss | 12




3.2.2.

Agama Maros bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.
Indeks pndu. indikator Hamp‘nlnsi Peraturan
] . _ Frekuensi
No. Jawaban Skor: F o6
1 Tidak Pernah 5 o4 S4.00
2 Hampir Tidak Pernah 4 1& 1600
3. Pernah 3 0 0
L, Jarang 2 0 0
5 Sering 1 o 4]
TOTAL 100 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajian
dalam grafis berikut ini.

Manipulasi Peraturan

TioarFsuen Tm::::iz::m- Tz A JERART tiing
Indikator Penyalahangunaan Jabatan
Dari skala 1 sampa1 5, hasil persepsi respenden pada
indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan
hasil pada index “Tidsk Pernah”. Indeks dapat
diartikan bahwa kinerja Satuan Keria Pengadilan
Agama Maros bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.
Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan
: Frekuensi
No. Jawaban Skor E a
1 Tidak Pernzh 5 93 93.00
2. Hampir Tidak Pernah - 7 7.00
3. Pernah 3 0 0

Expmr=n- Hail Piswssnecrn Syurys| Forsepel Fagurns] Fmg}jiﬁ Az=ms Mares | 3




3.2.3.

4, Jarang . 2 2] a
3 Sering 1 0 0
TOTAL ipo 100

Beérdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat
disajikan dalam grafis berikut ini.

Penyalahgunaan Jabatan

TCAK FEANAR RAMEE TiDAR BEANEH LEFANE s
FERNAH

Indikkator Menjual Pengarah

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Pengaruh im1 menunjukkan hasil pada
index “Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan bahwa
Kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros
terbebas dari Menjual Pengarth.

Tabel 11.
Indeks pada indikator Menjual Pengaruh
. - Frekuensi
No. Jawaban Skor = %
1. Tidak Pernah 5 g8 53.00
2. Hampir Tidak Pernah 4 12 12.00
3. Parnah 3 0 0
4. Jarang . 2 8] a
5. Sering 1 4] 0
TOTAL 100 100

Beérdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat
disajikan dalam grafis berikut ini.
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Menjual Pengaruh

TIPAN FERMAH FAMPIR TIDAK FEGNAH aEANG SERING |
FEAMLR

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya
Dari skala 1 sampai 35, hasil perseps: responden pada
indikator Transaks: Biaya inl menunjukkan hasil
pada index *Tidak Pemah”. Indeks dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama
Maros Mudah di akses pada website maupun meja

pelayvanan..
Tabel 12,
Indeks pada indikator Transaksi Biaya
Frekuensi
No. Jawaban Skor T %
x. TidakPernah 5 g2 83.00
2. Hampir Tidak Pernah 4 11 11.00
3, Pernah 3 0 0
4, [arang 2 ] 0
5. Sering 1 0 o
TOTAL 100 100

Berdasarkan tabel terssbut di atas, secara visual dapat
disajikan dalam grafis berikut ini.
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3.2.5.

Transaksi Biaya

TR FEEMAR AAIATTETIGAL FEFTUAH JARANG SEONG
FEGMEH .
Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pads
indilator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil
pada index “Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama
Maros telah menerapkan biaya sesual dengan tarif
resmtl  fanpa adanva biayva tambahan di  luar
ketentuan.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan
- ' Frekuensi

No. Jawaban Skor = %
1. Tidak Pernah 5 g1 91.00
2 Hampir Tidak Pernah 4 9 9,00
3. Pernah 3 0 0
4, jaranz 2 0 1]
5. Sering 1 o 0

TOTAL 100 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara wvisual dapat
disajlkan dalam grafis berikut ink
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Biaya Tambahan

Ty PERN A HAMFIR TIDAL PR A IERANS: “SERMG
AN

3.2.6. Indikator Hadiah
Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Hadiah ini menunjulkan hasil pada index
“Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja
Satuan Kerja pada Pengadilan Agsama Maros tidak
pernah dan menolak dengan tegas setiap pemberian
tanda terima kasih atas layanan yang diterima.

Tabel 13,
Tabel indeks il-nda indikator Hadiah
No. | Jawaban Skor = E{ekuens_éi
1, Tidak Pernah 5 91 91.00
2. Hampir Tidak Pernah 4 9 9.00
3. Pernah 3 0 0
£, Jarang . 2 9 g
5. Sering 1 0 0
TOTAL 100 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat
disajikan dalam grafis berilut ini.
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Hadiah

THLAN FERNER HEMFIE TIDAN FERNiR

FERTiA:

3.2.7. Indikator Transparasi Biaya

ISEANE

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada

indikator Transparasi Biaya ini menunjulkkan hasil
pada index *Tidak Pemah”. Indeks dapat diartikan
bahwa kineria Satuan Keria pada Pengadilan Asama
Maros selalu meniberikan bukii pembayaran yang
sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Tabel 14.
Tabel indeks pada indikator Transparasi Biaya
T _ Frekuensi
No. Jawaban Skor T2 o
1. Tidak Pernsh 5 54 S4.00
2. Hampir Tidak Pernah 4 6 6.00
3. Pernah 3 0 0
4 Jarang 2 4] 0
5. Sering 1 0 0
TOTAL 100 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sscara visual dapat
disajikan dalam grafis berikut ini.
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Transparasi Biaya

SR FEENAN . AAMPE TIDAX FEShiLn s PLe sEa
[ FERtIRH I

3.2.8. Indikator Percaloan
Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Percaloan ini menunjukian hasil pada
index “Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan bahwa
ginerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros
telah bebas dari praktek percaloan..

Tabel 15.
Tabel indeks pada indikator Percaloan
No. Jawaban Skor B Frﬂku&nﬁ:ﬁ
1, Tidak Pernah 5 az 22.00
2. Hampir Tidak Pernah 4 8.00
3. Pernzh 3 3] (6]
=, larans 2 a 4]
5, Sering i 0 0
TOTAL | io0 100

Berdasarkan tsbel terssbut di atas, secara visual dapat
dissjllean dalam grafis berikut inl
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3.2.9. Indikator Perbuatan Curang
Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi respondsn pada
indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil
pada index *Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama

Maros tidak pernah terjadi praktek KKN.

IZEANE

Tabel 16.
Tabel indeks pada indicator Perbuatan Curang

No. | jawaban Sker = Frgkuﬁséﬁ
1. Tidak Pernah 5 g9 89.00
2 Hampir Tidak Pernah 4 11 11.00
3 Pernah 3 4] 0
4. Jarang 2 0 0
5. Sering 1 0 [i]

TOTAL 100 106

‘Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual

disajjlcan dalam grafis berikut ini.

dapat




Perbuatan Curang
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3.2.10. indikator Transaksi Rahasia
Dari skala 1 sampai 5. hasil persepsi responden pada
indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil
pada index “Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama
Maros telah menerapkan Transaksi Rahasia.

Tabel 17.
Tabel indeks gﬂ.ﬁa indikator Transaksi Rahasia
- ' Frekuensi

No. Jawaban Skor = %
1. Tidak Pernah 5 G0 S0.00
2. Hamipir Tidak Pernah 4 10 10.00
3. Barnsh 3 ¢] 0
4, Jaranz 2 0 0
5, Sering 1 5] 0

TOTAL 100 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara wvisual
dapat disajikkan dalam grafis berikut ini.
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Transaksi Rahasia
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3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Agama Maros
Dan indeks 10 indikator tersebut di atas. maka diperoleh
Indeks Persepsi Korupsi Saman Kerja Pengadilan Agama
Maros sebesar 3.95 dengan indikator terbesar pada Indikator
“Transparansi Biaya".

Tabel 18
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Agmnn Maros
No. | Indikator B s
1, | Manipulasi Peraturan 3.87 96.75
2. | Penyalashgunaan Jabatan 3.94 93.50
3. | Menjual Pengaruh 3.0 97,50
4. | Transaksi Biava 3.91 97.75
5. | Biaya Tambahan 3.83 98.25
6. | Hadiah 3.93 58.25
7. | TramsparasiBiaya 3.95 98.75
3. | Percaloan 3.94 §3.50
3. | Perbuatan Curang 3.81 97.75
10, | Transaksi Rahasia 3.92 98.00
RATA-RATA 3,92 93.02
Berdasarkan tabel tersebut di atss. secara visual dapat
disajilian dalam grafis beriloat ini.
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Indeks persepsi korupsi tersebut jika dikonversikan
dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebuz
masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI
KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi
berada pada angka 3.26 — 4.00, yaitu dengan skor sebesar
dipersyaratkan adalah iebih atau sama dengan (==} 3.6

3.92

Tabel 19
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
NILAI
NILAI NILAI INTERVAL
PERSEPSI | INTERVAL KONVERSI
IPK
Tidak bersih
1 1.60-1.75 25-43.75
dan korupsi
_ Kurang bersih
2 1.76 - 2.50 | 43.76 - 62.50
dari korupsi
3 2.51-3.25| 62.51 -81.25 Culcup bersih




3.26—4.00

81.26 — 100.00

korupsi




4.2,

BAEB IV

PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilalmkan
Satuan Kerja Pengadilan Agamsa Maros diperolelr informasi
bahwa pada Pengadilan Agams Maros memiliki Indels
Persepsi Korupsi “3.92" atan masuk pada kategori Bersih Dari
Korupsi.
Rekomendasi
Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator
terhadap pelavanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros
Triwalan IV (Oktober - Desember] Tahun 2022 tersebut diatas,
menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di
atds 3.26 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi
Namun dart sepuluh  indikater penvusun  tersebuf
menuriukkan behwa indikator hadiah dan percaloan
Peraturan memiliki indelks paling rendah diantara indikator
lainnva. itu artinya Masavarakat masih menganggap atau
meraasa masith  dipersulit pada meja  pelavanan,  ind
disebablkan karena masyvarakat belum mengerti tentang
peraturan-peraturan yang diterapkan dalam melakuilean
pelayanan sepert: Standar Operasional Prosedur dan wvang
lainnya, Sehingga perlu adanya penjelasan dari para pertugas
layanan tentang standar pelayanan yang sesual dengan
ketentuan kepada mesyarakat sehingga masyarakat tidak lagi
menganggap bahwa  petugas layanan — memgpersulit

masavarakat,
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